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DASAR HUKUM KUALI FIKASI P EI.AKSANA/OPERATOR

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi Dan Transaksi Elektronik

{Lembaran Negara Tahun 2008 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor4843);

Z. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran

Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846li

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

5. peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan berbasis

Elektronik

1. Memahami pendokumentasian dan kearsipan
2. Memiliki latarbelakang pendidikan lT

3. Memiliki latarbelakang pendidikan yang mendukung pelayanan
informasi

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, trobleshooting
system, dan jaringan komputer

5. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi

KETERKAITAN PE RAI.ATAN/P ER TE N G KAPAN

Komputer, Kamera, Jaringan lnternet, Akun Zoom

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika permohonan dikirim sehari sebelum kegiatan, ada kemungkinan link zoom tidak akan

diproses dikarenakan akun zoom sudah terpakai atau sebab lainnya.
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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